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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM

SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH BUMBU

. a.

0 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
ditetapkan Penentuan Harga Pasaran Umum Sarang Burung
Walet di Kabupaten Tanah Bumbu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penentuan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di
Kabupaten Tanah Bumbu;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);




Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 154);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);



Menetapkan

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN HARGA PASARAN

UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH
BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

| 8
2

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tanah Bumbu.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Sarang Burung Walet Merah adalah Sarang burung walet
merah dihasilkan oleh burung walet Aerodramus fuciphagus
yang diproduksi pada musim penghujan yang berasal dari
rumah walet dengan kelembaban udara yang sangat tinggi,
dengan ciri sarang tidak dijumpai noda atau kotoran yang
menempel dan ukuran sarang burung walet merah
berdiameter * 9 cm.

Sarang Burung Walet Putih adalah sarang burung yang
dihasilkan oleh walet Aerodramus fushipagus, berasal dari gua
dan rumah (gedung) dengan ciri sarang yaitu bentuk seperti
mangkuk dibelah, berwarna putih, bening, kristal, utuh, tidak
retak ataupun cacat, bersih dari bulu dan kotoran lipas atau
kepinding dan ukuran sarang burung walet adalah 6-10 cm,
tinggi mangkukan + 4-5 cm.



10. Sarang Burung Walet Hitam adalah sarang burung walet
dihasilkan oleh burung walet jenis Aerodramus maximus yang
membentuk sarang dari bulu-bulu yang direkatkan dengan air
liurnya sehingga terlihat hitam (pada kaki, dinding dan dasar
sarang) dan ditempelkan di dinding-dinding gua batu kapur,
ukuran lebar sarang burung walet hitam 5-7 cm.

11. Penentuan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet
adalah harga jual sarang burung walet yang berlaku di
pasaran.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan
Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan
negara bukan Pajak.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau
mengusahakan sarang Burung Walet.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual
sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran
umum sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume
sarang Burung Walet.

(3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen).



BAB IV
PENENTUAN HARGA PASARAN UMUM DAN
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Penentuan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di
Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan berdasarkan
kriteria jenis dan kualitas produksi Sarang Burung Walet,
sebagai berikut:

NO Jenis Sarang Kualitas Harga Per Kg
Burung Walet Produk (Rp)
Sarang Burung Walet | Grade/
L. Merah Kualitas A 15:006.000,00
Sarang Burung Walet | Grade/
A 10. ,
= Putih Kualitas B H0G0.BR000
3 S:«ilrang Burung Walet Grad'e / 9.000.000,00
Hitam Kualitas C

(2) Penentuan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud

dalam Pasal S ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Burung Walet = Volume produksi x harga
pasaran umum

Tarif Pajak Sarang Burung Walet 10%

Pajak Sarang Burung = (volume produksi x harga pasaran umum)
x 10%

Contoh perhitungan:

- Harga pasaran umum sarang burung kualitas A =
Rp15.000.000,00

- Volume produksi = 2 Kg

- Nilai Jual = 2 x Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00

- Jumlah pajak terutang = Rp30.000.000,00 x 10%
Pajak Sarang Burung Walet = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 7

Penyetoran pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah
melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
dan/atau tempat lain yang bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Standart Harga
Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkap_di Batulicin
- padajtanggal u April 2024

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 April 202y

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR '8



